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ABSTRAKSI  

 

 

Muhammad Fauzi. NIM. C.100.110.155. Peran Masyarakat dalam 

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Fakultas Hukum. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 2016. 

 

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur 

dalam Pasal 41 dan Pasal 42 undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang-

undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran 

serta masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi diwujudkan dalam 

bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang 

tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara 

bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

korupsi. Dan kemudian mengenai tata cara pelaksaan peran masyarakat diatur 

lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 

2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian 

Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari 

hasil penelitian ini. Banyak cara yang dapat dilakukan masyarakat agar dapat ikut 

dalam memberantas tindak pidana korupsi seperti, peran serta melalui peniup 

peluit (whistle blower), melalui Justice Collaborators, melalui media, melalui 

kegiatan-kegiatan langsung dan melalui pendidikan anti korupsi. Jenis penelitian 

yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum 

normatif, karena meneliti norma-norma yang terkandung dalam hukum, serta 

mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan mengenai peran serta masyarakat 

dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah perlu adanya  upaya penguatan masyarakat dalam memahami masalah 

tindak pidana korupsi  sehingga masyarakat bias berpartisipasi secara lebih baik 

dan dapat menghasilkan laporan yang berkualitas mengenai dugaan tindak pidana 

korupsi. 

 

 

Kata kunci: Peran Serta Masyarakat, Pemberantasan korupsi, Penanggulangan. 
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ABSTRACT 

 

 

Muhammad Fauzi. NIM. C.100.110.155. Community Engagement in Combating 

Corruption. Faculty of Law. Muhammadiyah University of Surakarta. 2016. 

 

Community participation in combating corruption has been regulated in Article 41 

and Article 42 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on 

the eradication of corruption. Community participation in tackling corruption 

manifested in the form of, among others, to seek, obtain, provide data or 

information about corruption and the right advices and opinions are responsible 

for the prevention and eradication of corruption. And then about the manner of the 

exercise of the role of the community will be more in the Indonesian Government 

Regulation No. 71 Year 2000 on the Implementation of Community Participation 

and the Award in the Prevention and Combating of Corruption. From the results 

of this study. Many ways to do the community to participate in combating 

corruption such, participation by whistleblowers (whistle blower), through the 

Justice Collaborators, through the media, through the activities directly and 

through anti-corruption education. This type of research used in writing this 

research is normative law research, because it examines the norms contained in 

the law, as well as to investigate and regulations concerning public participation 

in the eradication of corruption. The conclusion of this study is the need for 

efforts to strengthen the community in understanding the problem of corruption so 

that people participate better bias and can produce a quality report on the 

allegations of corruption. 

 

 

Keywords: Public Participation, Combating Corruption, Tackling 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


